PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN UNTUK KORBAN BENCANA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan
Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,
Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan wuntuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan
pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;

b. bahwa untuk menentukan besaran bantuan untuk Kkriteria
korban luka berat dan pergantian Perangkat Daerah sebagai
penentuan kriteria besarnya bantuan, sehingga perlu merubah
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat
Direncanakan Untuk Korban Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Besar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Untuk Korban Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt} Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286); '

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
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13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor

«/

03); '

14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
’ Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor
S9);
15.. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah

Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2015 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH: BESAR NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG
TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK KORBAN BENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan
untuk Korban Bencana (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor
25), diubah sebagai berikut : =~

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan -
kriteria sebagai berikut :

a. Korban meninggal dunia paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah);

b. Korban luka berat paling banyak Rp.5.000.000,00 (ima juta rupiah);

c. Kerusakan rumah dengan ketentuan :

1) Roboh/musnah/terbakar habis paling banyak Rp.10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan bantuan masa panik paling banyak
Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

"2) ‘Rusak sedang paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus
ribu  rupiah) dan bantuan masa panik paling banyak Rp.1.000.000,00
(satu juta rupiah);

3) Rusak ringan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan
bantuan masa panik paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah).
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2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

| ) ,
| Penentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh
1 Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.

Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

pada tanggal 6 April 2018 M
19 Rajab 1439 H

@ - BUPATI ACEH BESAR,‘P

Ditetapkan di Kota Jantho
|
|
|
|

MAWARDI ALI
Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 April 2018 M
19 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
z\, KABUPATEN ACEH BESAR, F,/

2t

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 14
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